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Sektor perikanan memiliki peran dalam perekonomian yang dapat dilihat 
dari kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara langsung 
maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang yang 
bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Salah satu kelompok masyarakat 
yang   memanfaatkan   sumber  daya  perikanan  adalah  nelayan. Di  Cilacap isu  
strategis yang dibahas adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan.Oleh 
karena itu diperlukan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah 
Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang  akan  berimbas
kepada kesejahteraan mereka 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan metode deskriptif-kualitatif. Dalam pengumpulan data, 
penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif 
yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data dilakukan.  
Berdasarkan hasil penelitian, strategi kebijakan pemerintah yang dilakukan 
Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara 
Anakan Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan pendapatan nelayan dengan cara 
memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam menerbitkan sertifikat tanah mereka, 
memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana, memberikan pendampingan 
dan pembinaan kepada nelayan. 
Dalam perspektif ekonomi Islam, strategi kebijakan pemerintah yang 
meningkatkan pendapatan nelayan merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin 
terhadap kesejahteraan rakyatnya dimana kebijakan pemerintah tersebut 
merupakan kebijakan yang mengandung maslahah. 
 
Kata kunci: Strategi, Kebijkan, Pemerintah, Nelayan, Ekonomi   Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 
0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-
Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut: 
Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin  Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث ša Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha Ḣ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ źal Ż ze (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص ṣad  Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض d’ad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik ke atas 
غ gain G Ge 
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ف fa’ F eF 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L ‘el 
م mim M ‘em 
ن nun N ‘en 
و wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء hamzah ' apostrof 
ي ya’  Y Ye 
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةددعتم ditulis muta‘addidah 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
Ta’marbūțhah di akhir kata bila dimatikan tulis h 
ةمكح ditulis Hikmah 
ةيزج ditulis Jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya) 
a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأا ةمارك ditulis Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’marbūṭah hidup atau dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau ḍammah 
ditulis dengan t. 






fath}ah ditulis a 
 
kasrah ditulis i 





Fatḥah + alif ditulis ā 
 ةيلهاج ditulis jāhiliyah 
2
2. 
Fatḥah + ya’ mati ditulis ā 
 يسنت ditulis tansā 
3
3. 
Kasrah + ya’ mati ditulis ἷ 
 يمرـك ditulis             karἷm 
4
4. 
Ḍammah + wāwu mati ditulis ū 





Fath}ah + ya’ mati ditulis ai 
 مكنيب ditulis bainakum 
2
2. 
Fath}ah + wawu mati ditulis au 
 لوق ditulis qaul 
 
Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متنأأ ditulis a’antum 
تدعأ ditulis u’iddat 





Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نآ رقلا ditulis al-Qur‘ān 
سايقلا ditulis al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya 
ءامسلا ditulis as-Samā’ 
سمشلا ditulis asy-Syams 
 
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
ضورفلا ىوذ ditulis zawīal-furūd’ 
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 BAB I 
  
A.   Latar Belakang Masalah 
Perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah 
peradaban manusia. Perikanan tidak saja mengubah pola peradaban tetapi, juga 
telah mengubah pola pemanfaatan sumber daya ikan dari sekedar kebutuhan 
pangan menjadi cara hidup (way of life) dan juga kebutuhan ekonomi.
1
 
Sektor perikanan mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa dilihat 
berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara 
langsung maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang 
yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Dalam rilis Badan Pusat 
Statistik Indonesia tahun 2013 jumlah total tenaga kerja yang terlibat dalam sektor 
perikanan (tangkap dan budi daya) mencapai 2.216.119 orang.
2
Di Indonesia 
sendiri  sebagian besar masyarakat di daerah pesisir sangat bergantung hidupnya 
dari sektor perikanan sehingga tidaklah mengherankan jika sektor perikanan 
sering disebut sebagai "employment of the last resort” di mana tenaga kerja yang 
tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan. 
3
 
 Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya 
perikanan adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan kelompok 
masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan 
bersumber dari kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar 
                                                          
1
Akhmad Fauzi, Ekonomi Perikanan ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.  
   
2
 Badan Pusat Statistik, Laporan Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (Jakarta:Badan 
Pusat Statistik, 2013), hlm. 17 
   
3




pula pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk 
keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan 
konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Sumber daya 
perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih banyak 
nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat 
pendapatan nelayan tidak meningkat.
4
 
Usaha pembangunan sektor perikanan memerlukan strategi kebijakan yang 
inovatif. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan sektor perikanan adalah 
Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap sendiri merupakan kabupaten dengan nilai 
produksi perikanan terbesar di Jawa Tengah yaitu sebanyak Rp 464.071.321.000,00 
(empat ratus enam puluh empat milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh 
satu ribu rupiah) mengalahkan Kabupaten Rembang dengan nilai produksi  Rp 
364.058.696.000,00. (tiga ratus enam puluh empat milyar lima puluh delapan juta 
enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Kabupaten Pati dengan nilai 
produksi Rp 193.358.640.000.00 (seratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus lima 
puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
5
 Kabupaten Cilacap 
memiliki pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang 
panjangnya mencapai lebih dari 105 km
2
. Keadaan tersebut menjadi keuntungan 
sendiri untuk sektor perikanan di Cilacap,  karena memiliki area penangkapan 
                                                          
4
 Sujarno, ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di 
Kabupaten Langkat “.Thesis ( Medan : Universitas Sumatra Utara, 2008) diakses dari     
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7165/1/09E00282.pdf  pada tanggal 10 Agustus 2015 
Pukul 14.25 
5
 Badan Pusat Statistik Jawa Tengah , “Produksi dan Nilai Perikanan Laut Menurut 
Kota/Kabupaten di Jawa Tengah 2013” diakses dari jateng.bps.go.id pada tanggal 20 Desember 




ikan (fishing ground) yang luas. Area penangkapan ikan yang ada di Kabupaten 
Cilacap meliputi Teluk Penyu sampai wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 
yang berbatasan langsung dengan Australia yang mana fishing ground memiliki 
keunggulan yang kompetitif .
6
  
  Kabupaten Cilacap memiliki jumlah nelayan yang cukup banyak menurut 
rilis data dari Badan Pusat Statitik jumlah penduduk yang berprofesi sebagai 
nelayan sebesar 18.016 jiwa dari 1.768.502 jiwa . Meskipun Kabupaten Cilacap 
adalah kabupaten dengan nilai produksi perikanan di Jawa Tengah tetapi 
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 
Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 pada bidang perikanan isu 
strategis yang dibahas adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat n
elayan di Kabupaten Cilacap
7
. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis yang 
diambil oleh pemerintah Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan pendapatan 
Nelayan di Kabupaten Cilacap yang akan berimbas kepada kesejahteraan mereka. 
Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan 
 penelitian tentang “STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN (STUDI KASUS PADA 
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA SUMBER DAYA 
KAWASAN SEGARA ANAKAN KABUPATEN CILACAP)”. 
 
                                                          
6
 Nanang Priyanto “Potensi Pengembang Samudra Perikanan Cilacap untuk Industri 
Pengolahan Ikan”. Skripsi (Bogor: Departement Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2007) hlm. 30 diakses dari http://repository
.ipb.ac.id/handle/123456789/48797 pada tangga l 9 Juli 2015 
7
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Clacap Tahun 2012-




B. Definisi Operasional  
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, 
maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut: 
1. Strategi Kebijakan Merupakan langkah dan tindakan dalam menerapkan 
suatu keputusan yang dibuat.  Dalam penelitian ini strategi kebijakan 
adalah langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara Anakan 
Kabupaten Cilacap dalam menerapkan kebijakan yang dibuat. 
2. Pendapatan Nelayan Pendapatan adalah bertambahnya harta atau 
berkurangnya hutang sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa dalam 
peroide tertentu.
8
 Nelayan  adalah orang yang perkerjaannya menangkap 
ikan atau sumber utama pendapatannya dengan cara menangkap ikan
9
. 
Pendapatan nelayan adalah bertambahnya harta atau berkurangnya hutang 
sebagai akibat dari penjualan barang oleh masyarakat yang mencari nafkah 
dengan cara menangkap ikan. Dalam penelitian ini pendapatan nelayan 
adalah bertambahnya harta atau berkurangnya hutang sebagai akibat dari 
penjualan barang oleh masyarakat kabupaten Cilacap yang mencari nafkah 
dengan cara menangkap ikan. 
Dengan demikian yang di maksud dengan judul peneliti Strategi 
Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan 
(Studi Kasus Pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber 
Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap) adalah rencana mengenai 
                                                          
8
 M. Fuad, Pengantar Bisnis, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 168 
9
 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Jakarta: 




kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diimplementasikan dengan 
tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan harta sebagai akibat penjualan 
barang oleh orang yang mencari nafkah dengan cara menangkap ikan di 
Kabupaten Cilacap. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan adalah: 
1. Bagaimana Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam 
meningkatkan pendapatan Nelayan? 
2. Bagaimana Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam 
meningkatkan pendapatan Nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan peneliti adalah hal yang berkaitan dengan apa yang ingin 
dicapai dengan diadakannya penelitian tersebut, antara lain 
a. Untuk melihat strategi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam upaya 
peningkatan pendapatan nelayan. 
b. Untuk menganalisa strategi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam upaya 
peningkatan pendapatan nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teori, bahwa temuan penelitian ini diharapkan: 
1.  Dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis 




2. Dapat  mendeskripsikan strategi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam 
kebijakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. 
b. Secara praktis, penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan 
referensi sebagai: 
1. Bahan  masukan  dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten 
Cilacap dalam meningkatkan pendapatan nelayan. 
2. Bahan  informasi   kebijakan   Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam 
meningkatkan pendapatan nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi 
Islam. 
E. Kajian Pustaka 
Setelah menelaah beberapa penelitian, penyusun menemukan ada 
sejumlah karya yang meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam 
upaya.peningkatan pendapatan nelayan. 
Tesis Sujarno dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat
10
 menjelaskan 
bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dipunyai masyarakat 
nelayan tercermin dalam bentuk kemiskinan erat kaitannya dengan faktor 
internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal masyarakat contohnya 
adalah pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang berani mengambil resiko, 
cepat puas dan kebiasaan lain yang tidak memiliki semangat untuk maju ke 
depan. Selain itu lemahnya modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh 
cara pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan kemiskinan 
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rumah tangga nelayan pada lapisan bawah antara lainb  proses produksi 
didominasi oleh pemilik perahu atau modal dan sifat pemasaran produksi 
hanya dikuasai kelompok dalam bentuk pasar monopsoni.
11
Persamaan thesis 
Sujarno dengan skripsi peneliti adalah sama-sama mengakaji mengenai 
nelayan. Sedangkan perbedaanya dengan skripsi peneliti adalah lokasi 
penelitian yang berbeda penelitian Sujarno ada di Kabupaten Langkat 
sedangkan dalam skripsi ini penelitian berlokasi di Kabupaten Cilacap. Sujarno 
meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sedangkan peneliti 
mengkaji strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan 
nelayan. 
Ali Imron dalam penelitiannya Strategi dan Usaha Peningkatan 
Kesejahteraan Hidup Masyarakat Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu 
Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim mengatakan bahwa 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui:
12
 
1. Strategi untuk meningkatkan penghasilan melalui peningkatan produktifitas 
dan mengupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber 
daya dalam memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh 
hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya 
maupun politik. Peningkatan kemampuan dalam mengelola sumberdaya 
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yang bisa dilakukan antara lain dengan memanfaatkan lahan tambak rusak 
yang sangat luas di wilayah sekitar kampung Tanggulsari. Tambak rusak 
yang diakibatkan oleh banjir rutin tahunan dan juga pengikisan yang 
disebabkan air laut ini memang sudah tidak memiliki tanggul-tanggul 
batas sebagaimana tambak yang masih bagus. Lebih dari seratus hektar 
tambak ini biasanya untuk budidaya bandeng dan udang. Karena tanggul 
tambak jebol rusak pada akhirnya banyak dibiarkan oleh para pemiliknya. 
Tambak-tambak ini bisa dimanfaatkan dengan membudidayakan rumput 
laut atau membudidayakan ikan sistem keramba.
13
 
2. Strategi untuk mengurangi beban kebutuhan dasar masyarakat. Diupayakan 
untuk mengurangi beban biaya akses pendidikan dan kesehatan. 
Mengadakan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat Tanggulsari. Upaya untuk mengurangi beban 
kebutuhan dasar masyarakat nelayan Tanggulsari dapat dilakukan 
diantaranya melalui subsidi bahan bakar minyak yang secara khusus 
diperuntukkan bagi nelayan. Memaksimalkan  peran koperasi dan lembaga 
keuangan di sekitar Mangkang. Biaya kesehatan yang sudah tercover oleh 
Jamkesmas maupun Askeskin. Diperlukan penanganan secara khusus 
terutama kesehatan balita dan lansia di Tanggulsari melalui posyandu. 
3.  Strategi untuk meningkatkan kepedulian dan kerjasama pihak yang 
memangku kepentingan dalam membantu pemberdayaan masyarakat 
nelayan Tanggulsari. Cara ini bisa dilakukan dengan melibatkan koperasi-
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koperasi, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, pos daya, perguruan tinggi, 
dan juga lembaga swadaya masyarakat yang relevan. Program Gerdu 
Kempling yang dilaksanakan seharusnya langsung menyentuh ke tingkat 
rumah tangga masyarakat Tanggulsari dengan program pendampingan. 
Dikarenakan nelayan Tanggulsari memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan masyarakat pada umumnya maka program pemberdayaan 




4. Strategi untuk meningkatkan kerjasama kelompok yang berbasis pada 
bidang usaha sejenis. Cara ini bisa dilakukan melalui pembentukan dan 
pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam kelompok-
kelompok kecil. Harus ada pemetaan terhadap masyarakat nelayan 
Tanggulsari. Pemetaan ini perlu untuk membentuk kelompok-kelompok 
kecil yang memiliki bidang usaha sejenis. Berbagai kegiatan ekonomis 
masyarakat di Tanggulsari masih berjalan secara sendiri-sendiri secara 
individual. Diperlukan adanya kelompok usaha bersama berbasis pada 
bentuk usaha yang sejenis. 
15
 
Persamaan penelitian Ali Imron dengan skripsi peneliti adalah sama-
sama mengkaji mengenai nelayan. Sedangkan perbedaanya dengan skripsi 
peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda penelitian Ali Imron ada di Kota 
Semarang sedangkan dalam skripsi ini penelitian berlokasi di Kabupaten 
Cilacap. Ali Imron meneliti strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup 
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nelayan sedangkan peneliti mengkaji strategi kebijakan pemerintah dalam 
meningkatkan pendapatan nelayan. 
Badrul Jamal dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya ditulisnya berjudul,
16
 Analisis Faktor faktor 
yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan, (Studi Nelayan Pesisir Desa 
Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan) mengatakan 
permasalahan pokok yang dialami oleh nelayan desa Klampis adalah tingkat 
pendapatannya yang setiap tahunnya tetap  dan hampir tidak berkembang. 
Modal dalam kehidupan nelayan merupakan hal pokok yang harus ada dalam 
kegiatan melaut. Beberapa modal yang dimiliki nelayan yaitu, sampan, jaring, 
mesin, solar , dan keterampilan. Modal tersebut adalah sarana yang dipakai 
nelayan untuk mencari ikan di laut. Dengan modal para nelayan akan dengan 
mudah untuk menangkap ikan dan memperoleh pendapatan. Modal dalam 
kegiatan nelayan mutlak untuk dibutuhkan. Akan tetapi produksi ikan nelayan 
di tentukan berdasarkan modal yang di gunakan dalam melaut. Dengan modal 
yang besar nelayan akan mampu untuk memproduksi hasil ikan tangkapnya. 
Persamaan penelitian Badrul Jamal dengan skripsi peneliti adalah sama-sama 
menyinggung masalah nelayan. Sedangkan perbedaanya dengan skripsi 
peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda penelitian Badrul Jamal ada di 
Kabupaten Bangkalan sedangkan dalam skripsi ini penelitian berlokasi di 
Kabupaten Cilacap. Badrul Jamal meneliti analisis faktor faktor yang 
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mempengaruhi pendapatan nelayan, sedangkan peneliti mengkaji strategi 
kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nelayan.  
Karof Alfentino Lamia dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan yang 
berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Nelayan 
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan
 17
berpendapat bahwa 
faktor tenaga kerja secara nyata mempengaruhi pendapatan usaha nelayan di 
Kecamatan Tumpaan, di karenakan tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam 
menangkap ikan dan dikarenakan dalam pengangkatan jaring dibutuhkan 
tenaga manual yang langsung dari tenaga kerja itu sendiri, sehingga dapat 
memaksimalkan hasil tangkapan dari usaha nelayan. Pengalaman kerja yang 
dimiliki secara positif dan nyata juga berpengaruh terhadap pendapatan usaha 
nelayan di Kecamatan Tumpaan, semakin lama pengalaman usaha yang 
dimiliki nelayan semakin besar pula hasil tangkapannya, disebabkan karena 
usaha nelayan tidak menggunakan pedoman atau teknologi untuk mengetahui 
lokasi-lokasi penangkapan ikan, tetapi hanya mengandalkan pengalaman 
kerja. Persamaan penelitian Karof Alfentino Lamia dengan skripsi peneliti 
adalah sama-sama menyinggung masalah nelayan. Sedangkan perbedaanya 
dengan skripsi peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda penelitian Karof 
Alfentino Lamia ada di Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan dalam 
skripsi ini penelitian berlokasi di Kabupaten Cilacap. Dalam jurnalnya Karof  
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Alfentino Lamia meneliti analisis faktor faktor yang mempengaruhi 
pendapatan nelayan, sedangkan peneliti mengkaji strategi kebijakan 
pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nelayan. 
Ahmad Fauzi dalam bukunya Kebijakan Perikanan dan Kelautan
18
 
menjelaskan bahwa adanya ironi di masyarakat pesisir yaitu mengalami 
kemiskinan di tengah kekayaan sumber daya perikanan di sekitar mereka. 
Kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir maupun nelayan bukan hanya 
problem dari negara berkembang saja tetapi di negara maju sekalipun 
kemiskinan nelayan masih dapat terjadi. Kemiskinan nelayan bisa terjadi jika 
ada missmanagement atau kesalahan manajemen terhadap pengelolaan 
sumber daya perikanan. Persamaan buku Ahmad Fauzi tersebut dengan 
skripsi peneliti adalah sama-sama membahas nelayan sebagai pelaku di 
bidang perikanan . Sedangkan perbedaanya adalah buku tersebut membahas 
ilmu ekonomi dilihat dari bidang perikanan sedangkan peneliti mengkaji 
strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nelayan  
Menurut Arif Satri dalam bukunya  Ekologi Politik Nelayan  




1. Pertama, aliran yang menganggap faktor kemiskinan di sebabkan oleh 
faktor internal atau faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam 
pandangan aliran ini penyebab masyarakat nelayan ini miskin adalah 
sebagai akibat dari faktor budaya nelayan yang cenderung malas, 
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keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan, penguasaan teknologi, 
serta keterbatasan manajemen. Aliran ini mempunyai teori bahwa nelayan 
harus melakukan modernisasi antara lain dengan merubah budayanya, 
meningkatkan kapasitas teknologinya, dan memperbaiki sistem usahanya.  
2. Kedua, aliran yang menganggap faktor kemiskinan di sebabkan oleh 
faktor eksternal atau faktor dari luar masyarakat itu sendiri. 
Menurut aliran ini kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan 
bukan karena budaya masyarakat nelayan ataupun penguasaan 
teknologinya tetapi karena ada faktor dari luar yang menghambat 
mobilitas vertikal nelayan. Faktor eksternal tersebut bertingkat baik pada 
tingkat mikro yang berupa desa maupun tingkat makro struktural yang 
berupa pemerintah. Pada tingkat desa masih di temukannya pola 
hubungan patron klien yang bersifat asimetris, yaitu pola hubungan 
dimana terjadi surplus dari nelayan ke patron. Pada tingkat makro 
strukturlar aliran tersebut berpendapat bahwa kemiskinan nelayan di 
karenakan belum adanya dukungan politik terhadap pembangunan sektor 
perikanan dan kelautan sehingga sektor tersebut kurang berkembang.
20
 
Persamaan buku Arif Satri tersebut dengan skripsi peneliti adalah 
sama-sama membahas nelayan sebagai obyek yang dikaji . Sedangkan 
perbedaanya adalah buku tersebut membahas ilmu ekonomi dilihat dari 
bidang ekologi politik sedangkan peneliti mengkaji strategi kebijakan 
pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nelayan  
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Ahmad Fauzi dalam bukunya Ekonomi Perikanan
21
 menjelaskan 
bahwa perikanan memiliki sifat frea naturae dimana siapa saja bisa yang 
memiliki alat untuk menangkap ikan dapat menangkap ikan dan tanpa hak 
pemilikan yang bisa dikukuhkan (enforcable propery right). Maka dari itu 
nelayan tidak memiliki hak untuk mencegah nelayan lain menangkap ikan. 
Nelayan memiliki hak untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan sebelum 
dihabiskan oleh pihak lain. Dengan kata lain siapa yang memiliki 
kemampuan yang handal dalam menangkap ikan maka dia yang akan 
mendapatkan hasil yang maksimal. Persamaan buku Ahmad Fauzi tersebut 
dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas nelayan sebagai subjek 
ekonomi . Sedangkan perbedaanya adalah buku tersebut membahas ilmu 
ekonomi dilihat dari bidang perikanan sedangkan peneliti mengkaji strategi 
kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nelayan 
Tabel 1. 
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F. Sistematika Penulisan 
Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi 
skripsi ini menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, bagian akhir. 
Bagian di awal skripsi ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya 
terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, 
kata pengantar, transliterasi dan daftar isi. 
Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana gambaran 
mengenai tiap bab dapat penyususun paparkan sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
Bab kedua, merupakan tinjauan umum terkait dengan Kebijakan 




yang meliputi teori tentang Negara, pemerintah daerah, kebijakan strategi, dan 
nelayan. 
Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang berisi tentang 
penentuan jenis penelitian,lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode 
pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan penyusun dalam 
penelitian ini. 
Bab keempat merupakan hasil penulisan yang berisi tentang gambaran 
umum tentang obyek yang akan diteliti dan pembahasan serta  penemuan-
penemuan di lapangan yaitu  dianalisis dengan teori yang ada. Sehingga 
mendapatkan hasil penelitian di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan 
Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap. 
Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 
saran dari hasil penulisan yang dilakukan penyusun serta kata pebutup sebagai 
akhir dari isi pembahasan. 
Kemudian pada bagian akhir penyusun mencantumkan daftar pustaka 
yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran 




  BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap 
1. Kondisi Umum Kabupaten Cliacap   
Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, 
dengan wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, 
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten 
Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur 
berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan 




Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan 
ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah 
Kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian 1 m dari permukaan 
laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan 
Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan 
sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan 
Sampang. Letak geografis Kabupaten Cilacap pada 108°4’30”- 
109°22’30” Garis Bujur Timur dan 7°45’20”- 7°30’ garis Lintang 
Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap 225.361 Ha dengan batas 
wilayah meliputi : 
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 Dinas Kelautan Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara Anakan, 
Laporan Tahun 2014 (Cilacap: Dinas Kelautan Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya 




Sebelah Utara     : Kabupaten Banyumas  
Sebelah Selatan  : Samudra Indonesia/Hindia 
Sebelah Timur   : Kabupaten Kebumen 
Sebelah Barat    : Kabupaten Ciamis
2
  
Wilayah Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan, 
yang terdiri dari 269 desa dan 15 Kelurahan, dengan luas wilayah 
Kabupaten Cilacap seluruhnya adalah 225.361 Ha. Wilayah topografi 
tertinggi dan terjauh adalah Dayeuluhur dengan ketinggian 198 m dari 
permukaan laut dan wilayah terendah Kecamatan Kampung Laut 
dengan ketinggian rata rata 1 m dari permukaan laut . Sebelah barat 
pada umumnya berbukit dengan ketinggian antara 23-198m dpl, 
Wilayah Cilacap pada bagian tengah pada umumnya datar dan 
sebagian berbukit dengan ketinggian 8-75 dpl, Wilayah Cilacap pada 
bagian timur umumnya datar dengan ketinggian antara 8-12 m dpl, 
Wilayah Cilacap pada bagian selatan umumnya landai dan merupakan 
daerah pantai dengan ketinggian rata-rata 6 dpl. 
         Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap menurut registrasi 
penduduk pada akhir tahun 2014 mencapai 1.768.502 jiwa yang terdiri 
dari laki- laki 882.690 jiwa dan perempuan 885.812 jiwa. Selama 5 
tahun terakhir rata rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,34 
dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 (0,50 persen), 
                                                          
2




terendah pada tahun 2010 dan 2013 (0,26 persen) Pertumbuhan ini 
merupakan pertumbuhan penduduk yang terendah sejak tahun 1993.  
Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika 
Kabupaten Cilacap banyaknya curah hujan tertinggi pada tahun 2013 
terjadi pada bulan Juli (507, 0 mm) dan terendah terjadi pada bulan 
September (29 mm). Jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Maret 
sebanyak 27 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi 
pada bulan September sebanyak 11 hari hujan. Suhu Maksimum 
tertinggi tercatat 35,2°C terjadi pada bulan Maret, sedangkan suhu 
maksimum terendah 29,8°C terjadi pada bulan Agustus .
3
       
2. Gambaran Umum Oganisasi DKP2SKSA 
a. Sejarah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan 
Sumberdaya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap  
SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan 
Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap dibentuk 
berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 
Tahun 2010 tanggal 13  Desember 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten  Cilacap. Tugas pokok 
dinas ini adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 
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pembantuan dibidang kelautan, perikanan dan pengelolaan 
sumber daya kawasan  Segara anakan. 
4
 
b. Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Kawasan 
Segara Anakan Kabupaten Cilacap : 
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan 
dan pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan. 
2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum  
di bidang Kelautan, Perikanan dan pengelolaan sumber 
daya Kawasan Segara Anakan .   
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, 
Perikanan dan pengelolaan sumber daya Kawasan Segara 
Anakan. 
4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lain oleh atasan.5 
c. Visi dan Misi Oganisasi DKP2SKSA   
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana sebuah 
lembaga, organisasi, atau unit akan dibawa agar tetap eksis, 
antisipatif, responsif, serta inovatif. Visi merupakan kondisi 
masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen 
bersama tanpa ada paksaan.
 6
 
Visi DKP2SKSA Kabupaten Cilacap adalah untuk 
mewujudkan Kabupaten Cilacap sebagai pusat kegiatan 
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perikanan serta pengelolaan sumber daya Kawasan Segara 
Anakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab berbasis 
pembangunan ekonomi sosial budaya dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh 
organisasi agar cita-cita /tujuan tercapai dan berhasil dengan 
baik. Misi juga merupakan tujuan utama ke arah mana 
perencanaan/progam instansi pemerintah ingin dicapai. Misi 
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya 
kawasan Segara Anakan adalah: 
7
 
1) Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan 
Serta Peran aktif masyarakat dalam pembangunan 
kelautan dan perikanan dan wilayah pesisir Kabupaten 
Cilacap 
2) Meningkatkan Pengelolaan, Pemanfaatan dan 
Pengendalian Sumberdaya Alam Kelautan, Perikanan serta 
Kawasan Segara Anakan secara Optimal dan 
Berkelanjutan 
3) Meningkatkan Fasilitasi Ketersediaan Sarana dan 
Prasarana Kelautan dan Perikanan Secara Efisien dan 
Efektif 
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4)  Meningkatakan Iklim Investasi yang Kondusif di Bidang 
Kelautan, Perikanan dan Sumber Daya Kawasan Segara 
Anakan 
5)   Melaksanakan fungsi koordinatif vertikaal dan horizontal 




d. Sumber Daya Manusia Oganisasi DPSKSA   
Berdasarkan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Cilacap, Susunan Struktur Organisasi Dinas 
Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 
Segara Anakan Kabupaten Cilacap, sebagai berikut: 
1) Kepala Dinas. 
2) Sekretariat, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Perencanaan 
b) Sub Bagian Umum 
c) Sub Bagian Keuangan 
3) Bidang Produksi, terdiri dari : 
a) Seksi Penangkapan Ikan 
b) Seksi Budidaya Ikan 
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4) Bidang Pengeloaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan 
Kawasan Konservasi Segara Anakan, terdiri dari: 
a) Seksi Perijinan dan Pengawasan  
b) Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Jasa 
kelautan  
5) Bidang Usaha Hasil, dan Pengelolaan terdiri dari.  
a) Seksi Usaha dan Kerjasama Lembaga  
b) Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil  
 6)  Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari:  
a) Seksi Kaji Terap Teknologi  
b) Seksi Pengembangan Sumberdaya Hayati dan Non 
Hayati  
7)   Kelompok Jabatan Fungsional  
8)   Unit Pelaksana Teknis , terdiri dari : 
a) Unit Pelaksana Tehnis Balai (BBI) Benih Ikan Majenang  
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Struktur organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan 
Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Segara Anakan Kabupaten 










Jumlah Pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan 
Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten 
Cilacap sejumlah : 46 Orang. 
1) Jumlah Pegawai Negeri DP2SKSA berdasarkan Kualifikasi 
Pendidikan 
a) Strata 2/ Magister     : 8 Orang 
b) Strata 1/Sarjana/Diploma IV   : 23 Orang 
c) D III/Sarjana Muda    : 12 Orang 
d) SLTA      : 3 Orang 
2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan: 
a) Golongan IV (Pembina, Pembina Tk.I)  : 7 Orang 
b) Golongan III (Penata Muda, Penata Muda  
     Tk.I Penata, Penata Tk. I              : 35 Orang 
c) Golongan II (Pengatur Muda, Pengatur   
    Muda TkI,Pengatur,Pengatur Tk.I)             : 4 Orang 
d) Golongan I                  : - Orang 
3) Tenaga Harian Kontrak/ Honorer : 
a) Honorer Kontrak Kementrian Kelautan : 3 Orang 
b) Honorer Kontrak Pemda   : 2 Orang 
c) Honorer Wiyata Bhakti   : 9 Orang 
4) Jumlah Pejabat Struktural             :19 Orang 




b) Eselon III.a                         :1 orang 
c) Eselon III.b                        :4 orang 
d) Eselon IV.a                        :11 orang 
e) Eselon IV.                         :2 orang 
C. Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam  Upaya Peningkatan 
Pendapatan Nelayan 
1. Memfasilitasi dan Membiayai Nelayan dalam Membuat Sertifikat Tanah  
Kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan salah 
satunya adalah dengan memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam 
membuat sertifikat tanah. Progam ini didasarkan pada keputusan Direktur 
Jendral Perikanan Tangkap No.22/KEP-DJPT/2015 tentang petunjuk 
teknis penyiapan calon peserta pemberdayaan nelayan dan usaha 
penangkapan ikan skala kecil untuk peningkatan akses permodalan 
melalui sertifikasi hak atas tanah tahun 2015.
10
 Progam ini  dimaksudkan 
untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian 
hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah 
predikat modal pasif (liquid capital) menjadi modal aktif (active capital), 
yang dapat dipakai sebagai jaminan ketika akan mengajukan kredit ke 
lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.  
Jadi dengan progam sertifikasi hak atas tanah nelayan, nelayan 
yang sebelumnya kesulitan untuk mengakses pinjaman dari lembaga 
                                                          
10




keuangan bank maupun non bank karena jaminan yang tidak memadai, 
bisa menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan untuk syarat 
pembiayaan dari bank maupun lembaga non bank.
11
 
 Tidak semua nelayan bisa mengikuti progam sertifikasi atas hak 
tanah, beberapa kriteria harus dipenuhi untuk dapat mengikuti progam 
ini. Nelayan yang bisa mengikuti progam sertifikasi hak atas tanah hanya 
nelayan yang memenuhi kriteria. Berikut ini adalah nelayan yang dapat 
mengikuti progam  :
12
 
a. Perorangan,Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki pekerjaan 
sebagai nelayan dan/atau istri nelayan. 
b. Memiliki kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih dengan bobot 
kumulatif maksimum sebesar 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT). 
c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) 
sesuai dengan domisili memiliki Kartu Nelayan (KN), apablia calon 
peserta belum memiliki Kartu Nelayan, maka wajlb  mcngajukan  
kartu Nelayan dengan mengisi Formulir permohonan.   
d. Memiliki tanah yang belum bersertifikat.  
e. Menunjukkan asli atas hak (bukti kepemilikan tanah) dan 
menyerahkan fotokopinya.  
f. Memiliki bukti pembayaran SPPT / PBB tahun berjalan yang sudah  
lunas.  
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g. Melengkapi dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermeterai    
cukup. tentang riwayat perolehan tanah dan  desa/kelurahan.  
h. Menunjukkan batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 
i. Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan Ietak 
tanah pertanian yang akan disertifikatkan. 
j. Sanggup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah. 
Selain kriteria dari segi nelayan yang menerima bantuan. Tanah 
yang akan diproses sertifikatnya juga memeliki kriteria tersendiri. 
Berikut ini adalah kriteria tanah yang akan diberikan sertifikat:
13
 
a. Tanah tidak dalam  sengketa 
b. Tanah tidak masuk dalam kawasan hutan (dapat disertifikatkan 
apabila telah direkomendasikan oleh Kementerian ATR /BPN RI) 
Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Lingkungan dan 
Kehutanan RI). 
c. Letak tanah berada di kecamalan domisili  calon peserta atau 
berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertamanya disertifikatkan 
d. Untuk tanah milik adat di sertai dengan Surat Keterangan Kepala 
Desa/Lurah setempat.  
e. Bukan tanah warisan yang belum dibagi.  
f. Penggunaan Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten/Kota.  






Melalui upaya sertifikasi hak atas tanah diharapkan nelayan dan 
usaha penangkapan lkan skala kecil dapat memperoleh modal usaha. 
Dengan adanya tambahan modal usaha dapat meningkatkan usaha 
nelayan dan melakukan pengembangan ekonomi produktif lainnya.  
Dalam penerapan kebijakan yang dikeluarkan pada awalnya Dinas 
Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara 
Anakan Cilacap melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan 
tokoh nelayan serta organisasi yang berkaitan dengan mereka seperti 
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Dewan Perwakilan Cilacap, 
Koperasi Unit Desa Mino Saroyo sebagai koperasi nelayan terbesar di 
Cilacap. Sosialisasi berkaitan tentang maksud dan tujuan kenapa harus 
diadakan progam sehat nelayan, bagaimana pelaksanaan , serta prosedur 
pendaftarannya. 
Dalam pelaksanaanya kegiatan pemberian sertifikat hak atas tanah 
nelayan sekitar 1025 nelayan yang menerima sertifikat tanah dengan 
anggaran sekitar 4.000.000 rupiah per sertifikat yang tersebar di 2 
Kecamatan yaitu Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap 
Selatan. Pemberian dilakukan di dua kecamatan tersebut dengan 
pertimbangan dari dinas karena mayoritas nelayan terkonsentrasi di dua 
kecamatan itu. Pasca nelayan menerima sertifikat tanah Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara Anakan 
Cilacap melakukan kegiatan tersendiri yang bernama Bazar Intermediasi 




milik tanah dengan lembaga keuangan dengan tujuan nelayan bisa cara 
memanfaatkan sertifikat tanah tersebut untuk memperoleh modal dan 
memberikan kesadaran kepada nelayan untuk memanfaatkan modal yang 
ia miliki untuk kegiatan yang produktif bukan kegiatan yang konsumtif.
14
 
Langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini adalah strategi 
parsial dimana strategi ini berkaitan dengan alokasi dan distribusi 
anggaran pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai 
tujuan dan sasaran tertentu. Dalam kasus ini pemerintah mengalokasikan 
dananya untuk mengadakan progam memfasilitasi dan membiayai 
nelayan dalam membuat sertifikat tanah yang pada akhirnya akan 
mempermudah nelayan dalam mendapatkan modal dengan cara 
menjaminkan sertifikat tanah tersebut kepada lembaga keuangan. 
Strategi kebijakan untuk memfasilitasi dan membiayai nelayan 
dalam membuat sertifikat tanah merupakan kebijakan publik yang tepat 
dan baik untuk dikeluarkan, karena menurut Hanif Nurcholis kebijakan 
yang baik merupakan respons positif dan proakfif terhadap kepentingan  
 publik. Kebijakan tersebut merupakan respons yang positif  terhadap 
kondisi masyarakat nelayan yang kesulitan mengakses modal. Hal yang 
perlu diperhatikan dalam kebijakan ini adalah monitoring dan 
pengawasan yang tepat kepada masyarakat nelayan penerima sertifikat 
hak atas tanah. Karena sifat nelayan yang konsumtif pemerintah harus 
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benar-benar memastikan bahwa sertifikat tanah milik nelayan digunakan 
untuk memperoleh modal bukan untuk hal yang konsumtif. 
2.  Penyediaan Sarana dan Prasana Masyarakat Nelayan 
 Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk rneningkatkan 
pendapatan nelayan, menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan 
adalah melalui penyediaan paket bantuan yang dikelola oleh kelornpok 
nelayan melalui Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 
dalam progam Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM). 
  Progam Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM) ini 
dilandaskan pada Kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Direktur 
Jenderal Perikanan Tangkap Nomor Kep. 45 /DJ-PT/ 2015 Tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina 
Mandiri. 
Bantuan Masyarakat Langsung (BLM) ini diberikan kepada 
Kelompok Usaha bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama adalah 
badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum 
yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil 
kesepakatan/rnusyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan 
bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara 
bersama guna meningkatkan pendapatan dari anggota .
15
 Kelompok Uaha 
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a.   Kelompok usaha skala mikro. 
b. Pengurus dan anggota bukan Perangkat Desa/Kelurahan, PNS,  
TNI/Polri, dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB). 
c.   Berada di dalarn satu desa yang sama atau desa yang berdekatan. 
d. Setiap anggota kelompok belum pernah menerirna bantuan 
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap (PUMP 
PT). 
e.    KUB terdaftar pada database di Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Direktorat PUPI. 
f.    Pengurus dan anggota KUB yang rnasuk dalarn RUB adalah nelayan 
kecil yang rnemiliki kartu nelayan dan belum pernah menerima 
Paket Bantuan PUMP PT. 
g.    Tersedia data produksi dan pendapatan anggota KUB dan Tabungan 
KUB yang diusulkan sebagai calon penerirna Paket Bantuan. 
Kelompok usaha bersama sebagai penerima bantuan juga 
memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab diantaranya:
17
 
a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pemanfaatan paket bantuan. 
b. Menyusun RUB dan RAB usulan paket bantuan. 
c. Menandatangani seluruh dokumen administrasi. 
d. Memanfaatkan paket bantuan hanya untuk kegiatan usaha perikanan  
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tangkap sesuai yang direncanakan dalam RUB. 
e. Membuat buku kas dan laporan keuangan kelompok. 
f. Membuat target produksi yang sesuai dengan skala usahanya. 
g. Mengikuti bimbingan, pembinaan dan pendampingan supaya usahanya 
berhasil dan menguntungkan, serta. 
h. Melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan usaha  
penangkapan ikan kepada Tenaga Pendamping dan Tim Teknis. 
Setiap KUB hanya dapat memperoleh 1 (satu) paket bantuan dalam 
bentuk barang dengan nilai total bantuan maksimum Rp. 100.000.000,- 
per paket . 
18
Menu paket barang yang diberikan dalam rangka 
Pengembangan Usaha Mina Mandiri rneliputi pengadaan Sarana 
Penangkapan Ikan dan sarana pendukung lainnya yang terdiri dari :
19
 
a. Mesin penggerak perahu dengan daya maksimum 30 PK. 
b. Bahan dan/atau alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
c. Alat navigasi dan keselarnatan (misal : GPS, Fish Finder, radio  
komunikasi, jaket keselamatan, dst). 
d. Coolbox (lemari pendingin) portabel untuk ditempatkan di atas perahu. 
Dengan adanya pemberian bantuan langsung yang berupa sarana 
penangkapan kan dan sarana pendukung lainnya pendapatan nelayan 
akan bertambah, karena pada dasarnya sumber daya di lautan adalah 
sumber daya bersama (common resources) . Pada sumber daya bersama 
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mereka yang memiliki kemampuan yang lebih dari segi manusia maupun 
dari segi alat yang bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 
Dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan dari Menteri 
Kelautan, Dinas Kelautan Cilacap bekerja sama dengan toko maupun 
perusahaan penyedia peralatan tangkap yang ada di Cilacap agar nelayan 
bisa memilih penyedia barang yang cocok untuk mereka. Kemudian 
setelah memenuhi prosedur yang ditetapkan nelayan barang tidak 
dikirimkan kepada nelayan melainkan bisa mengambil peralatan tersebut 
ditoko yang sudah bekerjasama dengan dinas. Hal tersebut dilakukan 
agar terjadi bantuan lebih cepat sampai kepada nelayan.
20
 
Pasca pemberian bantuan dinas juga memberilkan pendampingan 
dan pembinaan kepada kelompok nelayan yang diberi bantuan . Dinas 
perikanan membina nelayan mulai dari administrasi, manajemen dan dari 
segi keuangan. Pembinaan yang diakukan Dinas Kelautan Cilacap 




Strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan 
diterapkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber 
Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap merupakan hal yang 
tepat untuk dilakukan. Dengan pemberian sarana dan prasana untuk 
melaut akan meningkatkan kemampuan nelayan untuk mendapatkan hasil 
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tangkapan yang lebih banyak yang akan berimbas pada meningkatnya 
pendapatan nelayan. 
Langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini adalah strategi 
parsial dimana strategi ini berkaitan dengan alokasi dan distribusi 
anggaran pendapatan dan belanja menurut satuan kerja untuk mencapai 
tujuan dan sasaran tertentu. Dalam kasus ini pemerintah mengalokasikan 
dananya sampai dengan 100 juta rupiah untuk satu kelompok usaha 
bersama nelayan untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan 
pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha kecil . 
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
karasteriktiknya termasuk kebijakan yang memiliki visi ke depan dan 
mempunyai dimensi yang luas  karena tidak didedikasikan hanya untuk 
kepentingan sesaat. Dengan memberikan nelayan bantuan berupa alat 
yang dapat membantu nelayan menangkap ikan bukan hanya membantu 
mereka pada saat sementara saja tetapi kedepannya akan mengupgrade 
kemampuan mereka dalam menangkap ikan yang hasilnya adalah 
peningkatan pendapatan mereka.    
3. Melakukan Pembinaan dan Pembimbingan Masyarakat Nelayan. 
Pemerintah tidak hanya melakukan progam untuk meningkatkan 
ekonomi nelayan dari segi fisik saja, tetapi pemerintah juga melakukan 
pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan. 
22
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Pembinaan dan pendampingan ini dilandaskan pada kebijakan 
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 
Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya 
Ikan Kecil. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya  
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk 
meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan 
Pembudidaya Ikan Kecil. 
23
 
Pemerintah melakukan pendampingan terhadap nelayan yang 
menerima bantuan, baik dari bantuan Sertifikat Hak Atas Tanah yang 
diperuntukan untuk nelayan yang belum memiliki sertifikat tanah 
maupun untuk Kelompok Usaha Bersama yang mendapat bantuan 
langsung berupa sarana dan prasarana menangkap ikan. 
 Pemerintah melakukan pendampingan dengan cara 
membimbing nelayan dari segi teknis, pembinaan dari segi manajemen, 
dari segi keuangan contohnya dengan pembuatan buku laporan atau kas 
supaya pendapatan mereka bisa lebih terorganisir. Pemeritah juga 
membimbing nelayan yang menerima bantuan supaya agar bantuan yang 
diberikan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang akan 
berdampak pada peningkatan usaha dan pendapatan mereka 
Strategi kebijakan untuk melakukan pembinaan kepada nelayan 
yang dikeluarkan oleh presiden dan diterapkan oleh Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara Anakan 
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Kabupaten Cilacap merupakan kebijakan yang tepat untuk 
dilaksanankan. Dengan adanya pembinaan nelayan bisa meningkatkan 
skill mereka dari segi teknis agar lebih mahir dalam melakukan 
penangkapan ikan. Pembinaan dari  segi manajemen bermanfaat agar 
gaya nelayan tidak lagi konsumtif dan mengarah ke produktif sehingga 
mereka lebih bisa memanfaatkan pendapatan yang diterima. 
D.  Analisa Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam  Upaya Peningkatan 
Pendapatan Nelayan Perspektif Ekonomi Islam 
Menurut penulis melakukan Strategi Kebijakan Pemerintah yang 
diterapkan oleh strategi dalam meningkatkan pendapatan Cilacap dengan 
mempermudah akses permodalan untuk nelayan melalui progam 
memfasilitasi dan membiayai dalam sertifikasi hak atas tanah nelayan. 
penyediaan sarana dan prasana masyarakat nelayan melalui pemberian 
bantuan kepada kelompuk usaha bersama nelayan merupakan strategi 
kebijakan yang sesuai dengan ekonomi Islam. Apa yang pemerintah 
daerah Cilacap lakukan merupakan bentuk tanggung jawab negara 
terhadap umatnya. Ketika rakyatnya mengalami problem dalam ekonomi 
negara memiliki tanggung jawab untuk menambah kesejahteraan umatnya. 
Dalam hal ini nabi bersabda:  
دَحَّادٍديْ عِ  َاةُ يْ اةُ  َيْ ثَ ةُثَ ا  َثَ ا.ادٍ يْ ةُ اةُ يْ ةُدَّ  َةُ ا  َثَ اَّدَح َا ثٌ يْ َ ا  َثَ اَّدَح.ا عِععِف َنا يْ َعا ةُ يْ لَّل اا  َثَ َّدَح




 َفاعِ عِ ىِّ عِع ََا اَا ا عِس َّ  اا َلَعاىعِذَّ اا ةُ يْثَ 
عِ ا دٍعاعِ عِ يْ ثَ ا عِ يْه َا َلَعا دٍعَا اةُ ةُجَّ  ا َا
عِ عِ ىِّ عِع َا يْ َع يْوةُثَئ يْس ََوةُه َ
ا دٍعَا اةُديْ  َيْ ا َايْ ةُه يْثَ َعاثٌ  َاوةُئ يْس َاَيعِه َاعِهعِد ََ َ َهعِليْ ثَ ا عِتيْ ثَ ا َلَعاثٌ  َعِعَا ةُة َيْ  َيْ ا َايْ ةُه يْثَ َعا ثٌلا يْوةُثَئ يْس ََوةُه َ
اعِ عِ ىِّ عِع َا يْ َعا ثٌلا يْوةُثَئ يْس َايْ ةُكلُّلةَُك ا دٍعَا ايْ ةُكلُّلةُكَفَلا َاةُ يْ َعا ةُل يْوةُثَئ يْس ََوةُه َاعِهعِدىِّ  َا عِل  َا َلَع. 
Artinya: Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, Laits 
menceritakan kepada kami. Muhammad bin Rumh menceritakan 
kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, 
dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban 
terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang raja yang memimpin 
rakyat adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggung 
jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah 
pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai 
pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri juga 
pemimpin bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan 
dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. 
Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan 
dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. 
Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-




Dengan membantu nelayan yang sedang mengalami masalah dalam 
mencari ikan sebagai sumber rizky, apa yang dilakukan pemerintah daerah 
Cilacap sesudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal yang dilakukan oleh 
pemerintah merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemimpin 
terhadap kesejahteraan ekonomi warganya.  
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Islam mengajarkan bahwa setiap kebijaksanaan, keputusan, 
peraturan, perundangan undangan yang dibuat oleh lembaga negara harus 
memuat hal yang dapat memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat.
25
 
Seperti yang tertera dalam kaidah fiqh berikut: 
 
الإِ تَ تَ وْ تَ وْاا لإِ افُ وْ فُ تَ الإِ رَّ لإِ رَّلا ا تَع ا لإِا تَ لإِأ ا فُ رَّل تَ تَ ا
Artinya: Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadapاrakyatnya 
tergantung kemaslahatan 
 
Tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara 
harus menyesuaikan dengan keputusan peraturan  dan perundang-
undangan yang akan berimbas pada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan 
kebijaksanaan ini akan menimbulkan keinginan dan kreatifitas rakyat 
untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri. 
  Kebijakan strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten 
Cilacap untuk memfasilitasi dan membiayai dalam sertifikasi hak atas 
tanah nelayan,  memberikan bantuan kepada kelompuk usaha bersama 
nelayan, dan melakukan pembinaan terhada nelayan merupakan hal yang 
menimbulkan kemaslahatan terhadap rakyat dimana dalam hal ini 
nelayan sebagai objek kebijakan tersebut. Kebijakan untuk memfasilitasi 
dan membiayai dalam sertifikasi hak atas tanah nelayan menimbulkan 
kemaslahatan untuk nelayan, dengan progam tersebut nelayan tidak 
kesulitan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan. Kebijakan 
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pemberian bantuan kepada kelompuk usaha bersama nelayan 
menimbulkan kemaslahatan kepada nelayan karena dengan progam 
tersebut meningkatkan kemampuan nelayan dalam mencari ikan di laut 
yang pada akhirnya akan menambah pendapatan dan kesejahteraan 
mereka. Progam untuk mendampingi dan memberi pendidikan kepada 
nelayan memberikan kemaslahtan kepada nelayan. Dengan mendidik 
nelayan dari segi manajemen maupun dari segi pengaturan keuangan 
menambah kemampuan nelayan dalam pengelolaan hasil pendapatan 
mereka . 
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kebijakan strategi 
pemerintah Kabupaten Cilacap dalam upaya peningkatan pendapatan 
nelayan perspektif ekonomi Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah 
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
A. Kesimpulan  
Cilacap merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dimana 
sektor perikanan merupakan sektor yang menjadi andalan masyarakatnya 
untuk mendapatkan penghasilan. Adanya kendala bagi nelayan untuk 
mendapatkan penghasilannya ditanggulangi dengan kebijakan strategi 
Pemerintah Kabupaten Cilacap.  
1. Strategi Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Cilacap dalam rangka 
meningkatkan  pendapatan nelayan berupa memfasilitasi dan 
membiayai pembuatan sertifikat tanah nelayan, penyediaan sarana dan 
prasarana nelayan dengan progam pengembangan perikanan mina 
mandiri, serta melakukan pendampingan dan bimbingan kepada 
nelayan. 
2. Dalam prespektif ekonomi Islam diajarkan bahwa pemimpin 
bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, ketika rakyat 
mengalami problem dalam ekonomi negara memiliki tanggung jawab 
untuk menambah kesejahteraan rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah Cilacap merupakan bentuk tanggung jawab 




B. Saran  
Bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Dinas Kelautan, 
Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan Segara Anakan 
Kabupaten Cilacap: 
a. Dinas Kebudayaan dan Perikanan Kabupaten kabupaten Cilacap 
lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya 
peningkatan pendapatan nelayan 
b. Lebih intensif dalam melakukan pendampingan dan bimbingan 
kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Cilacap. 
Bagi Penelitian yang akan datang dan membahas hal yang 
serupa disarankan untuk: 
a. Lebih memperhatikan aspek legal formal yang dibutuhkan dalam 
penelitian. 
b. Memperjelas mana yang menjadi ranah kebijakan dan mana yang 
menjadi ranah strategi. 
C. Kata Penutup 
Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. penulis panjatkan 
atas semua anugerah, lindungan, dan bimbingan-Nya dalam mengajarkan 
persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari 
Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada 
junjungan Nabi kita Muhammad S.A.W beserta keluarganya yang telah 




Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum mencukupi 
kesempurnaan yang diharapkan, mengingat segala keterbatasan yang ada 
pada penulis, serta hambatan-hambatan yang ada. Untuk itu kritik dan saran 
dari pembaca sangat diharapkan. 
Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-
dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi yang senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, 
dan pengarahan di dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terpancar IAIN, semangat Amal Bakti Menjadi Tauladan, semoga 
dengan penulis lakukan sebagai bagian dari Civitas Akademika kampus 
IAIN Purwokerto, melalui pengabdian penulis dalam akademik dan mampu 
memberikan dampak yang positif bagi kehidupan dengan penuh keyakinan 
dan kemantapan hati untuk mentransformasikanilmu yang didapat dari 
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Wawancara dengan bapak Saiful  Purnamaji Seksi Penangkapan Bagian 
Produksi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Penglolaan Sumber Daya Segara 
Anakan Cilacap pada 19 September 2015 
 
 
 PEDOMAN WAWANCARA STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH 
DAERAH DALAM  UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN 
(Studi Kasus pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya 
Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap) 
 
 
Informan  : Syaiful Purnamaji,SE 
Jabatan : Bidang  Produksi Seksi Penangkapan 
Tanggal  : 19 September 2015. 
Jam  : 12.30 WIB  
Tempat   : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya 
Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap 
 
1. Berapa Jumlah Nelayan Yang ada di Kabupaten Cilacap? 
Jumah Nelayan yang berada di Kabupaten Cilacap sekitar 18000 nelayan 
2.Faktor Apa Saja Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Nelayan? 
Pada dasarnya faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan ada 2 
pertama dari manusia itu tersebut,kemampuan nelayan sebagai pelaku di 
perikanan tersebut berbeda-beda. Ada nelayan yang memiliki kemapuan yang 
bagus untuk menangkap ikan. Ada nelayan yang memiliki kemampuan yang 
kurang untuk menagkap ikan. Dari faktor manusia tersebut juga ada beberapa hal 
yaitu dari skill dan tehnik nelayan tersebut untuk menangkap ikan dan dari modal 
yang dimilki oleh nelayan tersebut. Hal yang berbeda dengan nelayan dan petani 
bahwa sumber daya nelayan adalah sumber daya bersama atau istilahnya adalah 
common resources jika petani punya lahan sendiri yang bisa dikuasai sendiri 
untuk kepentingan pertaniannya tapi tidak untuk nelayan, nelayan tidak punya hak 
mutlak atas suatu wilyah tertentu  di perairan siapa yang memiliki kemampuan dia 
yang mendapatkan ikan bahkan jika ada nelayan dari daerah lain bermaksud untuk 
menangkap ikan di perairan cilacap kita tidak punya hak untuk melarang mereka 
mengambil ikan disini. Kedua dari sumber daya itu sendiri, semakin banyak 
sumber daya ikan yang terdapat disuatu daerah maka 
semakin banyak tangkapannya dan semakin banyak pendapatannya. Ada saatnya 
ketika sumber daya ikan melimpah dan ada saatnya sumber daya ikan sedang 
paceklik. Hal yang menyebabkan sumber daya ikan paceklik bukan karena tidak 
ada ikan di laut tetapi itu adalah masa ikan sedang melakukan breeding. Ketika 
nelayan menangkap ikan dengan jaringnya maka ikan yang bisa tertangkap oleh 
hanyalah ikan besar sedangkan ikan yang kecil lolos dari jaring nelayan yang 
kemudian berproses untuk menjadi ikan yang besar di mana proses itu yang 
dinamakan breeding.  
3. Faktor apa yang mendukung nelayan dalam memperoleh pendapatannya? 
Faktor yang mendukung untuk nelayan salah satunya adalah kondisi ikan yang 
melimpah biasanya di waktu-waktu tertentu kondisi ikan melimpah sehingga 
tangkapan ikan yang dihasilkan nelayan banyak. 
4. Faktor apa yang menghambat nelayan dalam memperoleh pendapatannya? 
Banyak Faktor yang menghambat nelayan dalam kegiatan menangkap ikan. 
Diantaranya adalah perbandingan sumber daya ikan yang ada di laut dengan 
jumlah nelayan yang ada di Cilacap tidak seimbang. Walaupun potensi sumber 
daya perikanan di Cilacap melimpah tetapi itu harus dibagi dengan jumlah 
nelayan di Cilacap yang mencapai puluhan ribu orang. 
Hal lain yang menjadi masalah di nelayan adalah pola hidup sangat konsumtif. 
Nelayan ketika mendapatakan hasil dari tangkapannya banyak yang memilki 
prinsip bahwa uang yang didapatkan harus habis dalam waktu yang secepatnya. 
Jika kita melakukan perbandingan dengan petani, petani ketika mendapatkan hasil 
panen dia mempunyai lumbung padi yang berfungi apa bila ketika mengalami 
masa paceklik mereka masih memiliki stok beras. Dalam hal penyimpanan 
nelayan berbeda ada prinsip pada nelayan bahwa uang yang didapat dihabiskan ke 
hal yang bersifat konsumtif sehingga terdapat istilah zero aving alias tidak 
memiliki tabungan. Hal tersebut menyulitkan ketika nelayan harus memiliki 
modal untuk melaut kembali.Masalah lainnya adalah sulitnya nelayan ketika ingin 
mendapat modal dengan cara meminjam dari lembaga keuangan terutama dari 
bank. Jika kita bandingkan lagi dengan petani dari segi jaminan umumnya petani 
memilki sertifikat atas kepemilikan sawahnya. Dan ketika sertifikat kepemilikan 
sawahnya dipakai petani untuk mendapatkan pinjaman dari bank,bank bersedia 
untuk menerima sertifikat kepemilikan sawah tersebut sebagai jaminan. Ketika 
berbiara dengan  nelayan miliki banyak dari mereka mempunyai surat 
kepemilikan atas kapal. Dan ketika nelayan menggunakan surat tersebut untuk 
mendapatkan pinjaman dari bank maka bank menolak untuk memberikan 
pinjamannya dengan alasan jaminan kurang memadai. 
4. Apa Strategi pemerintah dalam masalah tersebut: 
Yang pemerintah lakukan mengenai hal tersebut pertama dengan melakukan data 
base atau pendataan nelayan. Pemerintah mempunyai progam yang pertama yang 
berkaitan dengan hal tersebut adalah dengan menerbitkan Kartu Nelayan, Kartu 
Nelayan dalah sebagai dasar untuk melaksanakan progam-progam yang diadakan 
oleh pemerintah daerah. Dengan adanya kartu nelayan tersebut nelayan yang 
memegang kartu akan diberi kemudahan – kemudahan layanan dari progam 
pemerintah yang berkaitan dengan nelayan. Jika ada bantuan dari pemerintah 
untuk nelayan maka kartu nelayan tersebut yang menjadi acuan, jika pemerintah 
ingin tau berapa rata-rata umur nelayan maka kartu nelayan tersebut tersebut yang 
menjadi acuan. Dengan begitu mempermudah pemerintah dalam menargetkan 
nelayan yang akan menjadi subyek dari progam pemerintah mengenai nelayan. 
Progam selanjutnya adalah progam sehat nelayan, progam sehat nelayan adalah 
progam nelayan untuk memfasilitasi dan membiayai sertifikasi tanah milik 
nelayan. Berangkat dari permasalahan bahwa nelayan itu memiliki zero saving 
jadi adanya sentimen ke dari Bank bahwa nelayan dalam kelompok masyarakat 
yang high risk artinya nelayan memiliki resiko kredit macet ketika akan 
meminjam uang ke bank. Jadi dengan di fasilitasinya nelayan untuk membuat 
sertifikat tanah nelayan akan memiliki sertifikat tanah yang akan dipakai mereka 
untuk dijaminkan ke bank ketika mereka berkeinginan untuk mendapat tambahant 
modal. Dalam pelaksanaanya pertama tama kita melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat nelayan dengan mengundang mereka dan tokoh nelayan seperti ketua 
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, ketua Koperasi Unit Desa kita 
bersosialisasi tentang maksud dan tujuan kenapa harus ada progam sehat nelayan, 
bagaimana pelaksanaan , serta prosedur pendaftarannya.  
Dalam pelaksanaannya kartu nelayan berperan untuk mengetahui mana yang 
nelayan mana yang bukan ditakutkan nanti ada pihak yang bukan nelayan 
mengaku-ngaku sebagai nelayan. Setelah nelayan memliki sertifikat hak atas 
tanah kita mengadakan kegiatan tersendiri yang dinamakan bazar intermediasi,d 
imana kita mempertemukan antara lembaga keuangan dan nelayan dengan 
maksud sebagai sarana untuk memberi informasi mengenai karateristik debitur 
dan kreditur yang diterima oleh bank serta penyebaran informasi mengenai usaha 
kecil yang potensial berkaitan dengan perikanan kita mengudang narasumber dari 
Perbankan dan Lembaga Keuangan yang merupakan penyalur modal usaha. 
Adanya acara tersebut diharapkan nelayan mengerti manfaat dari sertifikat tanah 
yang ia miliki untuk menambah modal dan menyadari untuk memanfaatkan 
sertifikat tanah yang ia miliki dengan sebaik-baiknya dan bukan untuk kegiatan 
konsumtif. 
Selanjutnya adalah kita memberikan bantuan kepada nelayan, progam ini 
sebenarnya adalah progam dari zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono ketika itu progamnya dinamakan progam Pengembangan Usaha Mina 
Pedesaan Perikanan Tangkap dan progam tersebut berlanjut diera  Jokowi. Pada 
awalnya bantuan diberikan berupa uang yang ditransfer ke rekening nelayan untuk 
membeli barang kebutuhan mereka. Tetapi sekarang kita memberikan bantuan 
kepada nelayan berupa peralatan untuk mencari ikan kepada nelayan dengan cara 
bekerjasama dengan toko penyedia peralatan yang ada di Cilacap setelah nelayan 
memenuhi prosedur yang ditetapkan nelayan bisa mengambil peralatan tersebut 
ditoko yang sudah bekerjasama dengan kami. 
 Kita juga memberilkan pendampingan dan pembinaan kepada nelayan yang 
ada di Cilacap terutama nelayan yang diberikan bantuan . Kita membinan nelayan 
mulai dari teknis misalnya dengan memberi pengarahan bagaimana menggunakan 
alat yang benar, pembinaan dari segi administrasi, pembinaan dari segi 
manajemen, dan dari segi keuangan seperti membuat laporan keuangan 
,pembuatan laporan keuangan dan hal lainnya supaya nelayan bisa lebih 
memakimalkan pendapatan yang dia miliki. Selain kepada nelayan yang memiliki 
kapal kita juga memberikan bimbingan kepada abk (anak buah kapal) dengan 
tujuan meningkatkan kompetensi dari anak buah kapal. Setelah mengikuti 
pendidikan anak buah kapal diberikan seaman book bekerja sama dengan lembaga 
Kesyahbandaran. Seaman book adalah semacam sertifikat untuk anak buah kapal 
yang berisi catatan dia bekerja kapal mana saja dengan harapan akan 
mempermudah dia jika akan bekerta di kapal lain. 
5. Apa ada dasar regulasi dari Kebijakan yang dikeluarkan Regulasi mengenai 
mengenai progam yang dikeluarkan, untuk progam Sertifikat Hak Atas dari 
Kementrian Kelautan dan untuk mengenai Progam PUMP dari Kementrian 
Kelauatan 
6. Berapa Nelayan yang Menjadi Sasaran Progam Pemerintah 
 Untuk progam penerimaan sertifikat yang sudah berjalan ada sekitar 1025 nelayan 
yang tersebar di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan 
Cilacap Selatan, Kecamatannya memang hanya 2 tetapi tersebar di banyak 
kelurahan karena mayoritas nelayan terkonsentrasi di dua kecamatan tersebut. 
Sementara progam pemberian bantuan sarana dan prasarana nelayan di Kabupaten 
Cilacap sudah lebh dari 84 KUB yang menerima bantuan. 
 
 
